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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan 

Setelah mengkaji secara teoritis, kemudian mengumpulkan data di 

lapangan, menganalisa, data tersebut serta membahasnya kembali berdasarkan 

teori dan jurnal ilmiah, peneliti mendapat kesimpulan bahwa model kemitraan 

yang digunakan merupakan kontrak. Yang awalnya muncul dugaan bahwa 

kemitraan yang terjadi merupakan kemitraan utuh, yang memposisikan mutualitas 

dan identitas organisasi sama-sama memiliki presentasi yang tinggi. Namun pada 

kenyataannya pemerintah memberikan keleluasaan bagi organisasi nonprofit seni 

untuk melakukan pengambilan keputusan, sehingga menyebabkan penurunan 

peran. Pengambilan keputusan yang dimaksud untuk menentukan konsep apa 

yang akan dijalankan pada acara pameran seni rupa. Berdasarkan teori yang telah 

di kaji mutualitas berbicara tentang bagaimana masing-masing organisasi 

berperan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konsep pameran. 

Identitas organisasi sendiri berbicara tentang nilai pembeda antara suatu 

organisasi satu dengan organisasi yang lainnnya. Model kontrak tepat dalam 

kemitraan ini, karena untuk memahami seni memiliki pendekatan yang berbeda. 

Seni tidak dapat diukur secara eksplisit seperti bidang ilmu lain, eksak misalnya. 

Untuk memahami seni perlu bekal seni yang kuat, misalnya dalam pengalaman 

dan strata pendidikan. Ketimbang pemerintah, YBY memiliki jumlah pengalaman 

dan latar belakang strata pendidikan tinggi seni yang lebih banyak. Sehingga 
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dengan modal ini, membantu YBY dalam menentukan tema yang tepat dalam 

acara BJ. Namun, model kemitraan kontrak juga memiliki resiko lain, karena 

sebenarnya acara BJ milik pemerintah dan pemerintah berhak memilih siapa saja 

sebagai pengampu. Jika suatu saat terjadi konflik, bisa saja pemerintah menunjuk 

mitra lain untuk mengampu BJ. 

Equator merupakan nilai pembeda antara YBY dengan organisasi yang 

lainnya. Karena dengan menggunakan tema ini, YBY lebih mudah menentukan 

mitra mana yang mereka sasar. Mitra yang terjalin sebagian merupakan negara-

negara perwakilan setiap benua yang dilintasi garis khatulistiwa. Dengan mitra 

yang yang sejenis menjadikan organisasi ini lebih rasional dalam berdiskusi, 

karena memiliki persoalan yang sama. Namun, ketimbang konsep yang diberikan, 

pemerintah cenderung melihat akuntabilitas kemitraan melalui ketepatan 

pelaporan keuangan dan jumlah penonton yang hadir dalam pameran BJ. Aspek 

ini yang membuat YBY berhasil memelihara hubungan dengan pemerintah. 

5.2 Saran 

a. Bagi YBY 

1.  Pada penelitian ini terlihat bahwa pihak organisasi nonprofit seni dalam hal ini 

YBY, memiliki kesadaran bahwa bermitra dengan pemerintah memerlukan 

waktu yang panjang sampai akhirnya dana bisa digelontorkan, sehingga 

membutuhkan koordinasi dengan intensitas yang tinggi. Prosedur yang 

panjang dilihat sebagai hal yang lumrah dan ini dimengerti oleh YBY. 

Kesediaan untuk menjalankan prosedur dan mempersiapkan proposal 
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anggaran dari jauh-jauh hari menjadi modal bagi organisasi nonprofit seni 

jika ingin bekerja sama dengan pemerintah. 

2. Equator menjadi nilai pembeda antara YBY dengan organisasi yang lainnya. 

Tema ini dirumuskan oleh yayasan, yang kemudian diterjemahkan oleh pihak 

penyelenggara acara, tema ini berbicara tentang masalah-masalah apa saja 

yang terjadi di negara sekitar khatulistiwa. Tema ini memudahkan organisasi 

nonprofit mendapatkan mitra yang tepat. Artinya, jika salah memilih mitra 

bisa saja kerjasama yang terjadi hanya di pahami oleh satu pihak saja. 

3.  Legalitas menjadi modal YBY ketika ingin melakukan kerja sama dengan 

organisasi-organisasi lain. Legalitas menjadi bukti bahwa organisasi benar-

benar terlembaga dengan baik. 

4.  Melihat teori yang telah di kaji tentang dimensi mutualitas dan identitas 

organisasi. Diasumsikan bahwa awalnya kemitraan yang terjadi antara YBY 

dan pemerintah merupakan kemitraan yang utuh, yang memposisikan sama 

tingginya antara dimensi mutualitas dan identitas organisasi. Namun pada 

kenyataannya setelah di lakukan wawancara, menemukan bahwa dimensi 

mutualitas rendah dan identitas organisasinya sama-sama tinggi. Mutualitas 

berbicara tentang pengambilan keputusan, pihak organisasi perlu memberikan 

kesempatan kepada pemerintah untuk berbicara tentang tujuannya. Karena 

jika semua keputusan hanya berada pada pihak organisasi, bisa saja ada 

tujuan pemerintah yang tidak terlaksana. 
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5.  Perlu di bentuk tim khusus yang bertugas meyakinkan pemerintah tentang 

pentingnya peristiwa BJ, sehingga dana yang digelontorkan sekurang-

kurangnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. 

6.  Equator merupakan tema yang memiliki rentang waktu tertentu. Artinya, tema 

ini perlu dipikir ulang ketika tenggat waktunya telah berakhir. Tema baru 

setelah perlu diberi perhatian lebih agar paling tidak, mendapatkan manfaat 

yang sama baiknya dengan tema Equator. 

  

b. Bagi Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran pemerintah dalam membantu 

YBY sudah baik. Artinya, pemerintah sudah memberikan fasilitas gratis 

kepada pihak yayasan berupa peminjaman ruangan di TBY yang dapat 

dipergunakan sebagai sekretariat maupun tempat rapat. Sekaligus hal ini 

memberikan nilai guna pada fasilitas yang dimiliki pemerintah, seperti TBY. 

2. Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Jogja yang diwakili Dinas 

Kebudayaan, mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Melalui adanya BJ 

semakin menguatkan posisi Jogja sebagai kota budaya dalam lingkup 

internasional. Manfaat lainnya, pemerintah memiliki hubungan diplomatis 

dengan negara mitra. 

3.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran pemerintah dalam membantu 

YBY sudah baik 

4.  Perlu dibuat kebijakan yang secara khusus mendorong perusahaan swasta 

untuk mendukung acara-acara kesenian, melihat Jogja sebagai kota budaya. 
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Bukan hanya dibuat, namun perlu juga penindakan tegas bagi perusahaan 

yang tidak mematuhi. Ini memudahkan organisasi seperti YBY untuk 

melakukan pengajuan bantuan dana kepada perusahaan swasta. 

  

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan penelitian kemitraan yang 

terjadi antara pihak swasta dan pemerintah. Padahal kenyataannya banyak pihak 

lain yang membantu YBY dalam melakukan kegiatan operasionalnya, perusahaan 

swasta misalnya. Sehingga pada penelitian ini dirasa belum cukup 

merepresentasikan kemitraan yang terjadi pada organisasi nonprofit seni. Maka, 

peneliti menyarankan bahwa penelitian selanjutnya meneliti mitra-mitra lain 

diluar pemerintah. 
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